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. PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR  TAHUN 2015

TENTANG

RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu_membentuk Peraturan Dacrah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korup
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indone
Tahun' 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Dacrah Istimewa Yogyakarta ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Deerah Tingkat 1l Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;

Peraturan  Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubshan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rayat Dacrah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Laynbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penctapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan
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Tahun 2014 Nomor 5);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

30. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007
Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 31) ;

31. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilinan’ yang menjadi Kewenangan Pemerintah Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 12);

32. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010
Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Nomor 55);

33. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penyusunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);

34, Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No.3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 139);

Republik Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015,

Pasal 1
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semula berjumlah Rp 1.692.632.663.752,00 bertambah sejumlah
Rp320.464.499.085,00 schingga menjadi Rp2.013.097 162.837,00

dengn rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b, Bertambah
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan
2. Belanja Daerah
a. Semula
b, Bertambah
Jumlah Belanja
setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah
Perubahan
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan
‘b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan neto
setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah Perubahan

Pasal 2

Rp 1.578.521.309.703,00
Rp___ 84.785.502.581.00
Rp 1.663.306.812.284,00

Rp  1.692.632.663.752,00
Ro _320.464.499.085.00
Rp 2.013.097.162.837,00
(Rp  349.790,350.553,00)

Rp  122.175.082.480,00
Rp__ 251.190.568.073.00
Rp  373.365.650.553,00

Rp 8.063.728.431,00
Rp_ 15.511.571.569.00
Rp 23.575.300.000,00
Rp  349.790.350.553,00

(Rp 0,00)

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka lterdiri dari :

a. Pendapatan asli dacrah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah pendapatan asli
daerah setelah Perubahan
b. Dana perimbangan
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan

Rp 171.288.911.492,00
RBo  26.076.258.792.00
Rp 197.385.170.284,00

Rp 995.316.650.765,00
Ro  22.467.974.235.00
Rp  1.017.784.625.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula
2) Bertambah
Jumlah lain-lain

Rp  411.915.747.446,00
Rp  36.241.269.554,00
Rp  448.157.017.000,00

pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
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huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
] .
a. Pajak daerah
1) Semula Rp 51.830.200.000,00
2) Bertambah . 47/
Jumlah pajak daerah Rp 62.182.413.472,00

setelah Perubahan
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp 17.556.126.579,00
2) Berkurang (Rp___ 461.263.000,00)
Jumlah retribusi dacrah  Rp 17.094.863.579,00
setelah Perubahan
¢. Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan

1) Semula Rp 8.589.157.364,00
2) Berkurang da.
Jumiah hasil pengelolaan  Rp 7.244.630.365,00

kekayaan dacrah yang dipisahkan setelah Perubahan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 93.313.427,549,00
2) Bertambah Rp __ 17.529.835.319.00
Jumlah lain-lain Rp  110.843.262.868,00

pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan

(3) Dana_perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp 48.514.658.765,00
2) Bertambah 4
Jumlah dana bagi hasil  Rp 59.934.533.000,00

setelah Perubahan
b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 884.901.572.000,00
2) Bertambah Re 000
Jumlah dana alokasi umum Rp 884.901,572.000,00
setelah Perubahan
c. Dana alokasi khusus
1) Semula Rp 61.900.420.000,00
2) Bertambah 4

Jumlah dana alokasi khususRp 72:948.520‘000,00
setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah
1) Semula Rp 1.260.000.000,00
2) Bertambah
Jumlah Pendapatan hibah Rp 1.260.000.000,00
setelah Perubahan
b. Dana Darurat
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah
Jumlah Dana Darurat Rp 0,00
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¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
o 1) Semula Rp 87.848.856.000,00
2) Bertambah Re 000
Jumlah Bagi Hasil Pajak  Rp 87.848.856,000,00
dari Provinsi dan Pemerintah Dacrah Lainnya setelah

Perubahan
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp 257.595.341.000,00
2) Berkurang 1.697,

Jumlah Dana Penyesuaian Rp  255.898.341.000,00
dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya

1) Semula Rp 28.910.718.000,00

2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Rp 28.910.718.000,00
dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah

Perubahan
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
1) Semula Rp 36.300.832.446,00
2) Bertambah 7.
Jumlah Bantuan Keuangan Rp 74.239.102.000,00

dari Pemerintah setelah Perubahan
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp  1.091.019.461.147,00
2) Bertambah Rp 136.588.047.625,00
Jumlah Belanja Tidak Rp 1.227.607.508.772,00
Langsung setelah Perubahan
b. Belanja Langsung
1) Sermula Rp 601.613.202.605,00
2) Bertambah 876.451.4
Jumlah Belanja Langsung Rp  785.489.654.065,00
setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp  917.718.389.669,00
2) Bertambah Ro  94.575.102.056.00
Jumlah Belanja Pegawai  Rp  1.012.203.491.725,00
setelah Perubahan
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 175.000.000,00
2) Berkurang (Ro  145.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga Rp 30.000.000,00

setelah Perubahan
c. Belanja Subsidi
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2) Bertambah
Jumlah Belanja Subsidi  Rp 0,00
\ setelah Perubahan
d. Belanja Hibah
1) Semula Rp 28.764.546.500,00
2) Bertambah .
Jumlah Belanja Hibah ~ Rp 30.968.447.000,00

setelah Perubahan
e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 758.750.000,00
2) Bertambah
Jumlah Belanja Bantuan ~ Rp 758.750.000,00

Sosial setelah Perubahan
f. Belanja Bantuan Bagi Hasil

Pajak Daerah
1) Semula Rp 5.183.020.000,00
2) Bertambah .

Jumlah Belanja Bantuan ~ Rp 6.218.241.300,00

Bagi Hasil Pajak Dacrah
setelah Perubahan
& Belanja Bantuan Bagi Hasil
Pajak Retribusi Dacrah

3) Semula Rp 1.755.613.000,00
4) Berkurang ( 7
Jumlah Belanja Bantuan ~ Rp 1,709.486.300,00

Bagi Hasil Retribusi Daerah
setelah Perubahan
h. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp  133.164.141.978,00
2) Bertambah 464.950.
Jumlah Belanja Bantuan Rp 171.629.092.447,00
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  dan
Pemerintah Desa setelah Perubahan
i. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.500.000.000,00

2) Bertambah X
Jumlah Belanja Tak TerdugaRp 4.000.000.000,00
setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 44.233.578.800,00
2) Bertambah 7
Jumlah Belanja Pegawai  Rp 45.717.781.500,00

setelah Perubahan.
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 313.295.723.172,00
2) Bertambah
Jumlah Belanja Barang  Rp  408.067.074.724.00
dan Jasa setelah Perubahan
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1) Semula Rp 244.083.900.633,00
\2) Bertambah 7.
Jumlah Belanja Modal Rp  331.704.797.841,00

setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3 terdiri dari
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp  122.175.082.480,00
2) Bertambah Rp  251.190.568.504.00
Jumlah Penerimaan Rp  873.365.650.553,00
Pembiayaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 8.063,728.431,00
2) Bertambah Bp  15511.571.569.00
Jumlah Pengeluaran Rp 23.575.300.000,00
Pembiayaan setelah Perubahan
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA)
1) Semula Rp  101.852.949.980,00
2) Bertambah 4
Jumlah Sisa lebih Rp  352.315.650.553,00

perhitungan  Anggaran  (SILPA] Tahun Anggaran
sebelumnya setelah Perubahan
b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 20.174.099.500,00

2) Bertambah Ro__ 825.900.500,00
Jumlah Pencairan dana  Rp  21.000.000.000,00
cadangan setelah Perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Hasil penjualan  Rp 0,00

kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp 148.033.000,00
2) Berkurang (Bp______ 98.033.000,001
Jumlah Penerimaan kembali Rp 50.000.000,00

pemberian pinjaman dacrah setelah Perubahan
e. Penerimaan kembali dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Berkurang
Jumlah Penerimaan Rp 0,00

Kembali dana cadangan setelah Perubahan

(8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
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1) Semula Rp 7.000.000.000,00
2) Bertambah
v Jumlah Pembentukan dana Rp 7.000.000.000,00

cadangan setelah Perubahan
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 788.728.431,00
2) Bertambah 14
Jumlah Penyertaan Modal Rp 16.400.000.000,00

(Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
c. Pembayaran pokok utang,

1) Semula Rp 275.000.000,00
2) Berkurang (
Jumlah Pembayaran pokok Rp 175.300.000,00

utang setelah Perubahan
d. Pengembalian kembali pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Berkurang Bo 000
Jumlah kembali pinjaman  Rp 0,00

daerah setelah Perubahan
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran1 Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Dacrah dan
Organisasi SKPD;

3. Lampiran Ill Rincian Perubahan APBD menurut

Urusan  Pemerintahan  Dacrah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja.
dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi  Perubahan  Belanja
Menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
Organisasi ~ SKPD,  Program dan
Kegiatan;

5. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Dacrah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan  dengan
Peraturan Dacrah;

a. Lampiran VIL1  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja;
b. Lampiran VIL.2  Neraca Daerah;



[image: image11.jpg]11

c. Lampiran VIL3  Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VIl  Daftar  Kegiatan-kegiatan  Tahun
Anggaran Sebelumnya yang Belum

8 . Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah;

10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2015.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal.

Diundangkan di Kendal
pada tanggal
Pj. BUPATI KENDAL,

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR SERI  NO.

NOQAQORHREOISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
k1> TeT: BT R





